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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana
dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit.
Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus
melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan
peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan
ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia mengalami perkembangan
yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah
dalam hal ini adalah Bank Syariah yang mempunyai peranan strategis dalam
meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia dan juga merupakan metode baru
yang dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia. Dimana
lembaga keuangan ini beroperasional sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang
didalamnya menyangkut tata cara bermuamalah yang jauh dari unsur-unsur riba,
gharar, maisir dan dzalim.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam yang



melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan
uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.!

Regulasi Bank Syariah terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS).2

Bank Syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga
penghimpun dana, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh
pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan
kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Bank Syariah dalam hal ini berperan sebagai
lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan 'dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.®

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter, kondisi politik
berpengaruh kuat terhadap upaya pemerintah untuk melakukan perubahan sistem

perekonomian, sehingga diperlukan pengembangan kegiatan perekonomian

!Adiwarman Karim. Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2016), him. 18

2Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2009), him. 61

3Adiwarman A. Karim. Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan, ..., him. 483



nasional, antara lain yaitu dengan diberlakukannya perbankan yang berdasarkan
syariat Islam.* Hal ini yang menyebabkan masyarakat Indonesia semakin hari
semakin banyak yang beralih dan menggunakan Bank Syariah sebagai lembaga
keuangan untuk menyimpan maupun meminjam dana. Namun tidak menutup
kemungkinan dalam setiap hubungan bisnis terkadang tidak dapat terhindarkan
terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh salahsatu pihak antara nasabah dan
pihak bank yang berawal dengan adanya rasa tidak puas salah satu pihak atau
karena terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak yang di kemudian hari akan
menimbulkan sengketa antara keduanya.

Pada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cirebon yaitu sengketa
Ekonomi Syariah antara nasabah dengan pihak bank. Nasabah melakukan
pembiayaan murabahah terhadap Bank Muamalat Kc Cirebon. Murabahah pada
awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya
dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan
oleh Perbankan Syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi
bentuk pembiayaan.® Pembiayaan murabahah ini merupakan akad jual beli barang
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh
penjual dan pembeli.

Persengketaan yang terjadi antara nasabah dan pihak bank berawal dari

nasabah yang melakukan kelalaian atau wanprestasi dalam melakukan pembayaran

“Jundiani. Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN-Malang
Press, 2009), him.

>Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013),
him. 82



atas pembiayaan yang diajukan. Maka dari itu dalam menyikapi perilaku nasabah
tersebut pihak bank memberikan surat peringatan. Akan tetapi setelah pihak bank
memberikan surat peringatan untuk yang ketiga kalinya, nasabah Bank Muamalat
KC Cirebon tersebut tetap tidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan
pihak bank. Dengan demikian, pihak bank mengambil keputusan untuk melakukan
pelelangan atas objek jaminan nasabah. Setelah mengetahui hal tersebut, nasabah
tidak menerima atas tindakan yang dilakukan oleh pihak bank, karena pihak bank
melakukan pelelangan obyek jaminan nasabah dengan harga di bawah pasaran. Dan
pada akhirnya nasabah Bank Muamalah KC Cirebon membawa permasalahan
tersebut ke dalam ranah hukum yaitu ke Pengadilan Agama Cirebon untuk diadili.

Aspek penyelesaian sengketa dalam transaksi keuangan pada Perbankan
Syariah merupakan hal yang penting. Dengan demikian terdapat Undang-Undang
Perbankan Syariah yang dapat dijadikan alternatif bagi para pihak yang
bersengketa yaitu termaktub dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang
menyatakan bahwa penyelesaian: sengketa Perbankan 'Syariah dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pasal 49 huruf (i) memberikan
tambahan kewenangan bagi peradilan agama untuk menerima, memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.® Peradilan

Agama adalah sebuah sistem hukum, tapi juga dapat menjadi sub sistem hukum.

®Abdul Ghofur Anshori. Hukum Perbankan Syariah, (Bandung: PT Refika Aditama,
2009), him. 110



Menjadi sistem hukum karena Peradilan Agama memiliki sub sistem atau bagian-
bagian yang lebih kecil. Sub sistem ini bisa juga disebut unsur atau komponen.’
Pengadilan Agama Cirebon pada tahun 2017 telah menerima perkara
sebanyak 960 perkara yang terdiri dari 864 perkara Gugatan dan 96 perkara
Permohonan. Adapun rincian dari perkara yang diterima tahun 2017 tersebut,

apabila dirinci menurut jenis perkaranya adalah sebagai berikut :

"Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
1991), him. 102



Tabel 1
Jenis Perkara

Pengadilan Agama Cirebon 2017

NO JENIS PERKARA JUMLAH
1 Cerai Gugat 603
2 Cerai Talak 255
3 Itsbath Nikah 59
4 Izin Poligami 3
5 Pembatalan Perkawinan 1
6 Permohonan Ahli Waris 11
7 Harta Bersama 2
8 Dispensasi Nikah 12
9 Wali Adhol 1
10 | Asal Usul Anak 5
11 | Penguasaan Anak 1
12 | Hak Asuh Anak 2
13 | Ekonomi Syariah 4
14 | Lain-lain* 1

JUMLAH 960




Tabel 2
Pekara Yang Diputus

Pengadilan Agama Cirebon 2017

NO KRITERIA PERKARA DIPUTUS JUMLAH

1 Dikabulkan 870

2 Dicabut 74

3 Dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) 4

4 Digugurkan 22

5 Dicoret dari register 3

6 Ditolak 6
JUMLAH 979

sebanyak 960 perkara, di tambah dengan perkara sisa tahun 2016 sebanyak 176
perkara, jumlah keseluruhan 1136 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah

diputus Laptah Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2017 sebanyak 979 perkara, sisa

perkara yang belum diputus sebanyak 157 perkara.

sebanyak 960 hanya terdapat 4 perkara tentang Ekonomi Syariah dan dari 4 perkara
tersebut hanya satu yang di putus sampai dengan selesai dan 3 perkara yang lainnya

digugurkan. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti putusan Ekonomi

Syariah tersebut.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Cirebon telah menerima perkara

Dari keterangan tabel di atas bahwa dari jumlah keseluruhan perkara




Atas dasar latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh
mengenai putusan majelis hakim terhadap perkara yang terjadi antara nasabah
dengan pihak Bank Muamalat KC Cirebon. Oleh karena itu penulis memilih judul
penelitian. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
CIREBON DALAM KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Sengketa yang terjadi antara pihak nasabah dengan PT. Bank Muamalat
Indonesia adalah bahwa pihak nasabah yang telah diberikan pembiayaan berupa
pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 335.0000.0000,- telah melakukan
wanprestasi/kelalaian dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada
pihak Bank, Oleh karena itu, pihak bank melakukan upaya pelelangan obyek
jaminan. Namun, pihak nasabah merasa tidak terima dengan jalan yang diambil
oleh pihak Bank, karena pihak bank telah melelang obyek jaminan tersebut dengan
harga di bawah pasaran yaitu sebesar Rp. 455.000.000.,-. Sedangkan harga obyek
jaminan tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.0000.000,- yang mengakibatkan nasabah
tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cirebon yang pada pokok
gugatannya memohon agar perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan
sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menjelaskan
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara sengketa antara nasabah dengan Bank Muamalat

Kantor Cabang Cirebon ?



2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan Nomor
0295/Pdt.G/2017/PA.Cn ?

3. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai putusan Nomor
0295/Pdt.G/2017/PA.Cn ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui duduk perkara sengketa antara nasabah dengan Bank
Muamalat Kantor Cabang Cirebon

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum putusan  Nomor
0295/Pdt.G/2017/PA.Cn

3. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai putusan Nomor
0295/Pdt.G/2017/PA.Cn

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

a.

Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan wawasan keilmuan
khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran
dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu khususnya perkembangan

Ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama.



c. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah literatur kepustakaan
dan referensi terkait dengan penyelesaian perkara sengketa Ekonomi Syariah
melalui Pengadilan Agama yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian
dan penelitian di kemudian hari.

2. Kegunaan praktis

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis tentang masalah-
masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak
yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Studi Terdahulu

Berikut beberapa peneliti terdahulu yang mengangkat masalah sengketa
ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut :
Pertama, Eko Mulyono, skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Putusan

Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad = Murabahah  (Putusan  No.

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)”, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 2017, Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Dalam penelitian tersebut

peneliti mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor:

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga.
Kedua, Fitriawan Sidiq, skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Putusan

Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan

No0.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)", Mahasiswa Jurusan Muamalat 2013, Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti
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mengkaji sumber hakim yang dijadikan pertimbangan oleh hakim serta jenis
metode penemuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara ekonomi
syariah berupa tuntutan dan ganti rugi dalam putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Ketiga, Nurus Sa'adah, skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim
Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013 —
2017 (Berbasis Nilai Keadilan)", mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dalam penelitian tersebut dikaji dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dianalisis dengan
menggunakan asas keadilan, yang merujuk kepada tiga putusan perkara ekonomi
syariah di Pengadilan Agama Surakarta.

Keempat, M. Irfan F, dengan judul skripsi "Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama
Cimahi Nomor 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi), mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang dalam penelitiannya
mengkaji tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan
Agama Cimahi, konsep penyelesaiannya. dan aplikasi-hukum (thatbig al-ahkam)

pada putusan tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pembentukan Akad
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Akad adalah pertemuan ijab dan gabul sebagai pernyataan kehendak dua
pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. & Syarat
terbentuknya akad (syuruth al-in“igadd) yaitu:

a. Rukun dan Syarat Akad Pertama: Al-‘Aqidain (Para Pihak)

Ijab dan gabul sebagai esensi akad tidak dapat terlaksana tanpa adanya al-

‘aqidain (kedua pihak yang melakukan akad). Agar ijab dan qabul benarbenar

mempunyai akibat hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. ljab dan gabul dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur
tamyiz yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan,
Dengan kata lain ijab dan gabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan
tindakan-tindakan hukum.

2. Syarat kedua adalah bahwa untuk terwujudnya akad harus berbilang pihak atau
lebih dari satu pihak.

b. Rukun dan Syarat Akad Kedua: Pernyataan Kehendak

Pernyataan kehendak yang biasanya disebut sebagai sighat akad, yakni
suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan gabul. ljab adalah
suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak
kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Agar ijab dan gabul ini
menimbulkan akibat hukum, maka disyaratkan dua hal.

1. Persesuaian ijab dan gabul.

8Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),
him. 68
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Pernyataan kabul disayaratkan adanya keselarasan atau persesuaian
terhadap ijab dalam banyak hal. Pernyataan jawaban yang tidak sesuai dengan ijab

tidak dinamakan sebagai gabul.

Dalam hukum perjanjian Islam, pernyataan kehendak sebagai manifestasi

eksternal ini, dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk:

a. Pernyataan kehendak secara lisan,
b. Pernyataan akad melalui tulisan.
c. Pernyataan Kehendak dengan isyarat.
2. Kesatuan Majelis Akad
Para fugaha menyatakan bahwa salah satu syarat akad adalah harus

dilaksanakan dalam satu majelis akad.

c. Rukun dan Syarat Akad Ketiga: Objek Akad
Untuk dapat dijadikan objek akad ia memerlukan beberapa syarat, yaitu:
1. Objek akad harus sudah ada ketika berlangsung akad.
2. Objek akad dapat menerima hukum akad
3. Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui.

4. Objek akad dapat ditransaksikan.

d. Rukun dan Syarat Akad Keempat: Tujuan Akad

Tujuan akad ini merupakan rukun tambahan, di mana sebelumnya rukun
akad disebutkan hanya tiga yaitu para pihak, sighat dan objek akad. Oleh ahli
hukum Islam moderen menambahkan satu lagi yaitu tujuan akad.

2. Akad yang digunakan Bank Syariah
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a. Akad Tabarru’

Akad Tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut
transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Akad tabarru’
dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan,
sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan

apapun kepada pihak lainnya.

b. Akad Tijarah
Akad Tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi
yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan

mencari keuntungan, karena itu bersifat komersiil.

Berdasarkan penelitian penulis bahwa nasabah yang terlibat dalam kasus
sengketa ekonomi syariah melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad

murabahah, dan akan murabahah tersebut termasuk ke dalam akad tijarah.

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan
debitur, yaitu kreditur.menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau
modal usaha yang dibutuhkan debitur, yaitu harga beli bank ditambah margin
keuntungan pada saat jatuh tempo.

Dalam praktiknya, perbankan syariah didasarkan pada Al-Qur’an, Hadits,
dan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh fatwa DSN.

Praktik transaksi dalam murabahah ini pun mengacu pada fatwa No. 4/DSN-

14



MUI/IV/2000 tentang murabahah. Adapun landasan hukum murabahah dalam
Islam, yaitu :°
Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1:
AT &) Eoa gly tall Jas e il B ) VT A o0 Gl 5 TG 1851 1500 Gl 1
VAL &L
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
Firman Allah SWT dalam surat Al-Bagarah: 275:
T ol 8 1508 gyl Sl B AL 0 5 S W) 5 5 80
Sl ste Gy B 1) 5005 il o 40 B 555 0o Rl 5o 3618 b Vgl 2555 gl 61 05
YVO () g g S Gl
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian  itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba: Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Hadits Nabi Riwayat al-Baihagi dan Ibnu Majah:
coalg e all W) JE ey Al e @ s 0 O30 G ade A om0 2l ol G

(Uhs O 4aaia saale ) 5 (Beadl ol )

®Wawan Muhwa Hariri. Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), him. 263-265
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Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.

Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu
Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu
Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari
Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu

Hurairah):

(e s 5 A ol ) adde ke “adiliile e oSaal o1 131 Al ol e

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah
suatu kezaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya)

kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya.

Kaidah Figih
et )35 e RIS O 31 ) ARy eSEbal b Jiay)

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkannya.©

Prinsip-Prinsip Akad Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa
prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh
pihak-pihak yang perkepentingan adalah sebagai berikut:
a. Prinsip Kebebasan Berkontrak

b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat

“Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional
No:04/Dsn-Mui/1V/2000 tentang Murabahah
http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail0&cntntOlarticleid=5&cntnt0lorigi
d=59&cntnt01detailtemple=Fatwa&cntntOlreturnid=61 diakses pada tanggal 10 April 2019
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c. Prinsip Kesepakatan Bersama

d. Prinsip Ibadah

e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
f.  Prinsip Kejujuran (Amanah)

Dalam kasus sengketa ekonomi syariah antara nasabah dan Bank
Muamalah KC Cirebon, nasabah melakukan kelalaian atau wanprestasi sehingga
tidak mampu membayar angsuran kepada pihak bank.

ketidakseimbangan prestasi dimaksudkan ketidakseimbangan antara nilai
dari apa yang diterima salah satu pihak dalam akad dengan nilai dari apa yang ia
berikan. Ketidakseimbangan prestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana
debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan,
khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dalam hukum
perjanjian mempunyai makna debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya
atau kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Tiga keadaan
debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah;**

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Dengan demikian apabila terjadi masalah para pihak dapat dilakukan

melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

a. Penyelesaian litigasi

11Subekti. Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1991), him. 45
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Salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui
litigasi. Dalam hal ini, secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana
Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam UU no.
50 Tahun 2009 adalah meliputi: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.*2

Adapun dasar hukum tentang peradilan dalam Al-Qur’an adalah sebagai
berikut:*3

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 58 :**

% ke Vo ) Oy 15825 o AT (5 s 135 W1 &) T 15358 o o i &y
O Vi Gpals R AT ()

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu imenetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.

Firman Allah SWT dalam surat Shaad ayat 26:%°
Gl &) BT e i Sl s ll o5 Y5 Gally QAT 0 K208 (YT 3 Bt s )

Y bl 231508 Wy St ol 20 1 Qe 0 (sl

2Aderian Suteji. Perbankan Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), him. 169

13Topan Setiawan, Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Peradilan dan Hakim
https://setiawantopan.wordpress.com/2012/08/02/ayat-ayat-al-guran-tentang-peradilan-dan-hakim/
di akses pada tanggal 29 April 2019

4Qur’an in Word

5Qur’an in Word
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Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan
Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab
yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim

(el 5 s taall o) HaT 4l Uadl 25 2g5ats 28a 135 o AT Al Clial 25 3g5al 2SR &5 1Y)
Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh
dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala.
Hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga asas
yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.*®
1. Keadilan
Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk
dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu
pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan
keadilan sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim
adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya
persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan,
hakim harus harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut

dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

16 Margono, Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), him 37.
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2. Kepastian Hukum

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam
proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan
hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada
undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara
jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti
hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam
suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan
hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya
kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim
merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan
yang relevan dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

3. Kemanfaatan

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim
tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat
dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan
pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.
Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara
keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan
kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya
dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan

kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian
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hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian
hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu
pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung
bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat

atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

b. Penyelesaian non litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan penyelesaian
sengketa di luar pengadilan yang diambil oleh para pihak ketika terjadi sengketa.
Langkah penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi ini diantaranya dapat
dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah pihak, musyawarah atau
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.
G. Langkah-Langkah Penelitian
1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun
berdasarkan metode Content analisis. Content analisis adalah teknik analisis dalam
menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi dari sebuah pesan secara objektif
dan sistematis yang menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara
konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah,
dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan
relevanssi.t’

2. Sumber Data

"Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah
Ragam Varian,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), him. 203
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a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini dikumpulkan sumber data primer, yaitu berupa data
autentik berupa berkas putusan perkara sengketa ekonomi syariah dengan putusan
Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Cn.
b. Sumber Data Sekunder

Untuk mendukung sumber data primer, dalam hal ini dikumpulkan juga
sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku dan jurnal.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
menghimpun berbagai informasi atau data yang memiliki keterkaitan dengan objek
penelitian. Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
teknik dokumentasi yang didapatkan dari berbagai sumber berupa catatan tentang
penyelesaian sengketa [Ekonomi Syariah sebagai tambahan dari buku, skripsi
terdahulu, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan dalam
penelitian ini.
b. Studi kepustakaan

Digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif
dengan cara mencari data dari buku, jurnal dan putusan perkara sengketa ekonomi
syariah dengan putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Cn.

4. Analisis Data
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Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini selesai dikumpulkan

secara lengkap, maka tahap berikutnya adalah tahapan analisis data. Dalam

pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

a.

Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber
data primer yaitu putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Cn maupun sumber
data sekunder seperti buku dan jurnal,

Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan rumusan
masalah dan tujuan penelitian;

Menghubungkan data antara teori dengan praktik di Pengadilan Agama
Cirebon;

Menganalisa data menjadi hasil penelitian.
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